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I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tcngah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
teruang Pemberuukan Daerah Ttngkat JI Batang dengan 
mcngubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
ten tang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten 
Dalarn Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta hun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nam or 6, Tambahan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

a. bahwa de.Jam rangka meni ngkatkan kinerja dan 
efektifitas pelaksanaan urusan Y"i'S menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupatcn Kendal, 
berdasarkan Peraturan Daemh Kabupaten Kendal 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua at.a:j 
Peraturan Deeeeb Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentuksn clan Susunan Pcrangkar Oaerah 
Kabupaten Kendal sorta dalam rangka pclaksanaan 
kebijakan Penyederhanaan Birokrasi maka pcrlu 
dilakukan penyesuaian kelembagaan Pcrangkat Daeeab 

. peleksana urusan penuojang pemerimahan di bidang 
kcuangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana 
dlrnaksud hUnlf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata kerja pada Badaa Pengelolaan 
Keuangan dan A:set Daerah Kabupaten Kendal; 

BUPATI KENDAL, 

DENGAN RAH'MATTUHAN YANG MAHA E:SA 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUOAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KER,JA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANOAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN KENDAL 

TENTANG 

PROVINS( JAIVA TENGAH 
PERATURAN BUPAT! KENDAL 

NOMOR 99 TAHUN 2021 

BUPATI KENDAL 

SALIN AN 
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3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'l'abun 2014 Nomor 244, Tombahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Ncmor 55871 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali rerakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573): 

4. Peraruran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari ha! Pembenrukan 
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah lstirnewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
pertuasan Kotamadya Daerah Tingkat n Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 3079): 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (t.e.mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan 
Perncrintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (L<:mbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 6037) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentsng Perubahan 
Peraturan Pernerintah Nomor II Tahun 2017 rentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara 
dan Reformasi tlirokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tcntang 
Penyetaraan Ja.batan Administ.rasi ke dalam Jabatan 
Fungeional (Berita Negara Republik Indonesia 'l'ahun 
202 l Nomor 525); 

9~ Peratu.ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasl Nomor 25 Tahun 2021 tcntang 
Penyederbaan Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemer-irrtah Untuk Penyedcrhanaan Birokrasi (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 202 t Nomor 546): 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 
20 l6 tentang Urusan Pemerlntahan yang Menjadi 
Kewenangan Pernerintanan Daerah Kabupaten Kendal 
(Lcmbaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
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Dalam Peraruran Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
!. Daerah adalab Kabupaten Kendal. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupatl sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahae Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang rncnjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. sezrerarts Daerah adalah Sekrctaris Daerah 

Kabupaten Kendal. 
5. Badan Penge1olaan Keuangan dan Asel Daerah yang 

selanjutnya dixebut Badan adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aser, Dacrah Kabupaten Kendal. 

6, Kepala Badan adalan Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. 

7. Aparatur Sip[! Negara yang selanjutnya discbut A::iN 
adalah profesi bagi pegawai negc:.ri sipll dan pcgawel 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bckerja 
pada Instensi pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebui PNS 
adalah Pcgawai yang telab memenuhi syarat. yang 
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalarn satu jabatan negerl atau 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUOUKAN, 
SUSUNAN OROANISASI, TUOAS DAN fUNOSl, SERTA 
TATA KERJA PADA BADAN PENOE:LOLAAN KEUANGAN 
DAN ASE:'!' DAERAH KABUPATEN KENDAL. 

MEMUTUSKAN: 

Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157); 

11. Peraturan Daera.h Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 ientang Pembcnlttkan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal [Lernbaran daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nornor B Seri D No. l , 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

159) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir 
dengan Pcraruran Daerah Ka bu-paten Kendat Nomor L 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Aras Per~turan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 1'ahun 20 I 6 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Ka bu paten Kendal (Lembaran Dae rah Kabupaten 
Kendal Tahun 2021 Nomor l3, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219), 
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dirnaksud 

Bagiem Ketiga 
Fungsi 
Pasal 4 

Untuk melakaanakan tugas sebagairnana 
dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi: 
a pcrumusan kebijakan di bidang keuangan; 

Bagian Kcdua 
Tug as 
Pasal3 

Badan rncmpunyai rugas membantu Bupati 
melaksanakun fungsi penunjang urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. 

Posa! 2 
(It Badan merupakan unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang kcuangan yang 
rnenjadi kewenangan Daerah. 

(2) Badan dlpimpin oleh Kcpala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung [awab 
kepada Bupati melalui Sckreu,ris Daerah. 

BAB JI 
KE:DUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

9. .Jabare n Fungsional adalah sekclornpok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
Iungsional yang berda sarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertenru, 

lO. Kelompok Jabacan F'ungsionaJ adalah sejumlah 
ienaga dalarn jenjang fungsional yang tcrdiri dalam 
berbagai kelompok seauei dengan kenhllannya, 

I 1. Sub Koordinator adalah PNS yang dibcrikan rugas 
untuk mernbantu Kepala Bagfan/Kcpala Bidong/ 
Sekretaris/Koo.rdinator dalam rnenyusun 
perencanaan, pclaksanaan dan pengcndalian, 
pcmanrauan dan evaluasi, serta pelaporan kcgiatan 
pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat 
Daerah. 

12. Petaksana Senior adalah PNS yang merniliki 
scnioritas dari aspek kepangkatan den mernpunyai 
kornpetensi untuk ditunjuk oleh Kepala ?crangkaL 
Daerah untuk diberikan tugas membantu 
Sckretaris/ KepaJa Bidang/ Kepala 
Bagian/Koordinator pada -urrit kerjanya dalam 
rnenyusun perencanaan, petaksanaan dan 
pengendalian, pcrnantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan lingkup rugas dan fungsinya. 
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Unruk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Badan 
sebegairnane dimaksud daJam Pasal 5 ayat 11) huruf a 
mempunyai rincian tugas : 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiatan Ba.clan berdasarkan pcr.aturan perundang 
undangan clan haail evaluasi kegiatan tahun 
sebelurnnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
llsan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas: 

Pasal 6 

Bagian Kcsatu 
Kepala Badan 

BAB1V 
RINCIAN TUGAS 

(ll Susunan Organisasi Badan terdiri atas : 
a. Kepala Sadan; 
b. Sekrct.ariat; 
c. Bidang Anggaran; 
d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; 
c, Bidang Pengelolaan Aset Daerah; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
g. Kelompok Jabatan FungsioneJ. 

(2) Bagan Orgamsasi Badan sebagaimana tercanrum 
dalam Lampiran t yang merupakan baglan ndak 
terpisahkan dad Peraturan Bupari ini 

Pasal 5 

BAB 111 
SUSUNAN ORGANISASI BADAN 

b. pengoordinasian dan pelaksanann kebijakan di 
bidang keuangan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pcngcndalian 
kcbijakan di bidang keuangan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bldang 
keuangan; 

e. pelakse nean evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang kcuangan; 

r. pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; 
dan 

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh BupaLi di bidang keuangan. 
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c. menyelenggarakan koordinasi dan koneultasi dengan 
instansi terkait baik vertika1 maupun horisontal guna 
sinkrcnisasi dart barmonisasi pelaksanaan rugas: 

d. merumuskan kebijakan teknis penunjang urusan 
pemeri-ntahan bidang keuangan di Dacrah sesuai 
peratursn perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. rnenelaah dan mengkaji pcraturan perundang 
undangan di bidang )<euangan sebagai bahan 
perumusan kebijakan tek1'I is scrta pedoman 
pelaksanaan tugas; 

f. menyclcnggarakan pernbinaan, pengawasan dan 
pcngendalian kegiatan di bidnng kcua..ngan sesuai 
peraturan perundaog-undangan agar kinerja Sadan 
mencapai target yang relah ditetapkan; 

g. menyelcnggerakan pclayanan prima, fasilitasi, dan 
inovasi di bidang kcuangan sesuai dengan ketentuao 
pcraturan perundang-undangan guna peningkatan 
kualitas kerja; 

h. mcocrapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalam penyelenggaraan kegiatan cli bidang kcuangan 
agar dipcroleh hasil kerja yang optimal; 

1. menyelenggarakan penyusunan Anggaran 
Pendapatan don Belanja Daerah; 

J· menyelcnggarokan penatausahaan kcuangan daerah: 
k menyelenggarakan penyusunan Iaporan-laporan 

keuangan daerah; 
I. mcnyelenggarakan pengelolaan asct daerah; 
m. menyelenggarakan slstem informasi dan data di 

bidang keuangan: 
n. mengevaluasi pclakaanaan kcgiatan Badan dengan 

cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan 
kebijakan tindak lanjut; 

o. melaporkan pclaksanaan tugas kepade Bupati balk 
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas 
dan transparansi; 

p. mengcvaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesua.i ketcntuan dalam rangka peningkatan 
karir, pcmberiau penghargaan dan sankai; 

q. mcnyampaikan saran dan pcrtimbangan kepeda 
pimpinan baik lisan maupun tc::rtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
rncnghindari penyimpangan: dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh pimpinan sesuai dcngan rugas dan fungsi unit 
kerjanya. 
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c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
kegiatan kesekretariatan; 

d. pengclolaan dan fasllitas! kegiatan 
keaekretariatan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keglarau 
kesckrctariatan; dan 

f. pelaksanaan lungsi kedinasan lain yang dlberikan 
oleh Kcpala Dinas, 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pade ayat (2) dan ayat (;3J, Sekretarta 
mempunyai rincian tugaa : 
a. menyusun rencana dan program kegia tact 

Sekretariar berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelurnnya sebagai pedornan pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan metalui 
pengkajian permasalahan den peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
berjatan cfcktif dan ef'isie-n; 

c. rnembagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompctcnsinya serta mcmbcrikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

ct. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait ba..ik vertikat maupun hcrizcruat 
untuk mcndapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

bidang teknis di a. perumusan kebijakan 
kcsckrctariatan; 

b. pengoordtnasian dan petaksanaan kegiatan 
kesekretariatan: 

Pasal 7 

( l) Sekrecariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayal (I) huruf b dipimpin oleh Sekrctaris yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Sadan. 

(2) Sekrctariat sebagaimana dtmaksud pada ayat {I), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian rugas 
Kcpala Dinas dalam perurnusan kebijakan reknis, 
pengootdinasian, pernbinaan. pengawasan, 
pengendatian, pengelolaan dan fasilitasi kcgiatan di 
bidang pcrcnca.naan, evaluasi, pelaµoran. umum, 
kepcgawaian, dan kcuangan. 

13) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (2), Sekretariat mernpunyai Iungsi 

Bagia-n Kedua 
Sekretar-iat 
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pembinaan, pcngawasan, dan 
fungsi-fungsi manajemen 

n. melaksanakan 
pengendalian 

e. menelaah dan mcngkaji pcraturan perundang 
unda.ngan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

f. mcnyiapkan konscp kcbijakan Kcpala Badan dan 
naskah -dinas yang bcrkaitan dcngan kegiatan 
pcrcncanaan, cvatuasl, pelaporan, ststem 
informasi, keuangan, adrninistrasi um um, 
kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kcpala Badan; 

g. mengoordinasikau clan menyiapkan konscp 
Rencena Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumcn 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta pcrubahan 
anggaran scsuai kctcntuan den plafon enggaran 
yang ditetapkan; 

h, rnengoordinasikan dan menyiapkan konsep 
Rcncana Pernbangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), Rencana Stratogis (Renstra), 
Rencana Kerja [Renja], Inclikatnr Kinerja Lltama 
QKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen 
pcrencanaan lainnya sesuai dengan ketenruan 
yang berlaku; 

J. mengoordina-sikan dan mcnyiapkan konsep 
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Bupati 
(LKPJ), Laporan Kinerja lnstansi Perncrintah 
(LKjlP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 
(E:KPO), Sistem Pengenda.lian Intern Perncrintah 
(SPlP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 
da,n jenie pelaporan lainnya sesuai dcngan 
ketentuan yang berlaku; 

j. mcngelola sisiem informasi dan dam Sadan 
sesuai dcngan ketenruan yang berlaku agar 
diperoleh efektivit.as dan efisicnai pclaksanaan 
kegiatan: 

k. menyelenggarakan pelayanan udrnirriatraai 
umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, 
kehumasan, prorokoler, perpustekaan, kearsipan. 
dokumcn tasi, perlcngkapan J perbeka Ian, 
pengarnanan kantor, kebersrhan dan pertamanan, 
pengelotaan aset ietap dan aset tidak temp. serta 
Iasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan 
kunjungan tarnu Dinas; 

1. mengoordL,asikan rencana dan proses pcngadaan 
barang dan jasa di Iingkungan Badan sesual 
dengan peraturan perundang-undangan; 

m. meugoordinaaikan clan memlaeilitasi penyuaunan 
Standar Opcrasional Prcsedur (SOP), anaJisis 
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabaian, 
budaya kerja, SUJ"('ey kepuasan masyarakat, 
standar pelayanan sorta pengusulan fcrmasl 
keburuhan pegawai Badan; 
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(1) Kepeje, Sub Ba.gian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( l) huntf 
a, mempunyai rugas melaksanakan .sebagtan tugas 
sekretaris dalarn penyiapan bahan perumusan 
kebijakan ieknis, pengoordinastan, pcmbinaan, 
pengawasan, pcngendatian, pengelolaan dan fasilitasi 
kegiatan di bidang administrasi umum, 
ketaralaksanaan, kehumasan. perpustakaan, 
kearsipan, dokumentaei, perlengkapan, pengclolaan 

Pasal 9 

a. Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian; 
b. Sub l<oordinator Perencanaan dan Keuangan. 

(21 Sub Bagian sebagaimana dimak,;ud pada ayat (l) 
huruf a, clipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah. dan bcrtansgung jawab kcpada 
Sekretaris. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), bertanggung jawab kepada Kepala Sadan melalui 
Sekretaris. 

(41 Sub koordinaror sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mcmpunyai tugas scbagaimana. tercanrum dalarn 
Larnpiran II yang mcrupa,kan bagian tidak 
terpisahkan dari Perotumn Bupati inl. 

Organisasi Sekretariat sebagairnana 
dalam Pasal 5 ayal ( l) huru( b, lcrdiri 

(11 Susuoan 
dirnaksud 
atas : 

Pasal8 

p. mengevaluasi dan rnenilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan, sasaran kerja pegawal dan perilaku 
kerja sesuai kerenruan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan da.n sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
atasen sebagai bahan cvaluaai dan pengarnbitan 
kebijakan berikutnya: 

r. menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada 
atasan baik tisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kcgiatan berjalan lanear 
dan optimal serta untuk menghindari 
pcnyirnpangan: dan 

s. meleksanakan tugee kedinaaan lain dari pimpinsn 
sesuai dengan togas dan fungsi unit kerjanya .. 

terwujud agar administrasi perkantoran 
pelayanan prima; 

o. melaksanakan pemantauan den evaluasi 
pclakaenean kegiatan Sekretariat <lcngan cara 
rnengukur pencapaian program kerja yang tela h 
disusun untuk bahan laporan dan kcbijakan 
tindak lanjut; 



barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis 
jabatan clan budaya kerja, 

(2t Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud 
pada ayat 12), Kepala Sub Bagian Urn um dan 
Kepcgawaian mcmpunyai rincran iugas : 
a. menyusun rencana dan program kcgiatan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian berdaeerkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiutan tahun sebelumnya sebagai 
pcdoman pclakaanaan tugae; 

b. mcnjabarkan perintah pirnplnan melalui 
pengkajian permasalaban dan peraturen 
perundang .. undangan agar pelaksanaan rugas 
berjalan efektif dan efisicn; 

c. membagi L1.1ga$ bewahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya scrta mernberikan arahnn 
baik secara. lisan rnaupun terrulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi deng&n 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk rnendapatkan informasi, rnasukan, serta 
dalam rangka sinkrontsast den hannonisasi 
pelaksanaan rugas; 

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya, sebagai bahan 
atau pedornan unruk mela.ksanakan kegiatan: 

f menyia_pkan bahan penyuaunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan Naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kctancaran 
pclaksanaan keglatan: 

g. metaksanakan Iayanan kcgiatan surat menyurar, 
perlengkapnn, ketataJakss.naan, kehumasan, 
dokumentasi, perpustakaan, kearaipan, serra 
pengelolaan aset tctap dan aset tidak tetap; 

h.. mcrnfasilitasi penyusunan analisis jabatan, 
analisis beban kcrja, evaluasi jabatan, budaya 
kerja, survey kepuasan rnasyarakat. standar 
pelayanan serta pcngusulan Iorrnasi kebutuhan 
pegawai Badan sesuai dengan peraruran 
perundang-undangan; 

L merencanakan, rnemproses dan melaporkan 
pengadaan barang dan jasa unruk kcperluan 
Badan serta mengusulkan penghapusan aset 
tetap, aset udak berwujud dan barang persediaan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

J, rnelaksanakan koordinasi dcngan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan 
Layanan Pengadaan secara E!ektronik (LPSf,;) 
Daerah dalarn rangka pengadaan barang dan jasa 
Badan sesuai dengan kctcnruan peraruran 
perundang-undangan; 

k. rnelaksanakan penatausahaan, inventarisasi. dan 
pelaporan aset sernesteran dan tahunan untuk 
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Bagian Kctiga 
Bidang Anggaran 

Pasal !O 
( 1) Bidang Anggaran scbagaimana dimaksud datsrn 

Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin olch Kepala Bidang 

rertib administrasi serta mclakukan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan asct tctap dan aset 
tidak tetap agar dapat digunakan optimal; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepcgawaian secara rutin dan bcrkala aerta 
mcrnclihara file/doku.men kepegawaian seturuh 
pegawai Badan guna terciptanya terrib 
administrasi kepegawaian: 

m. menyiapkan bahan dan rnernproses usulan 
kenaikan pangkat, mutasi, g_aji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu 
suami/tstert, tabungan asuransi pensiun [taspcn]. 
pengiriman peserta pcndidikan dan pelatihan 
(diklat)/bimbingnn tcknis (bimtck), dan urusan 
kepcgawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rurnah tangga sorta 
menyiapkan sarans, akomodasi, clan protokofer 
dalam kegiatan rapat-rapar maupun pencrirnaan 
kunjungan tarnu Badan; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 
kebersihan, dan pertamanan agar terctpta 
lingkungan kantor yang tcrtib, bersih, aman dan 
nyarnan: 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep 
Standar Opcrasional Prosedur (SOP) kcgiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian: 

q. melaksanekan pernantauan dan evaluasi kcgiar.an 
Sub Bagian Umum dan l<epegawaian dengen care 
rnengukur pencapaian program kerja yang telah 
dlsusun untuk bahan Japoro.n dan kebijakan 
tindak lanjul; 

r-, mengcvaluasi dan menllai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dala.rn rangka peningkatan 
kurir-, pembcrian penghargean clan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akumabiutas dan 
transpamnsi pelaksanaan kegiatan; 

r, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kcgiaran berjalan Iancar serta untuk 
mengnmdan penyi.mpangan; dan 

u, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan rugas dan Iungsi unit kerjanya. 

I I 



c, menelanh dan mengkaji peraturan perundang 
undangan scscai liogkup rugaenya sebagai 
bahan atau pedoman untuk melaksanakan 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabat.an 
dan kompetensinya serta memberikan arahan 
baik sccara Hsen maupun terrulis guna 
kelancaran pclaksanaan rugas: 

d. melakeanakan koordinasi da.n konsult..asi 
internal di lingkungan Badan untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam 
rangka. sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan rugas: 

kegiatan 
peraturan 

evatuasi 
pedoman 

a. mcnyusun rencana dan program 
Bidang Anggaran berdasarkan 
perundan.g-undangan dan hasil 
kegiatan tahun sebelurnnya sebagai 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui 
pengkajian permasalahan dan peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. pcmbinaan, pengawasan, dan pengendalian 
perencanaari dan pcayusunan anggaran: 

d. pengelolaan dan fasilitasi perencanaan dan 
penyusunan anggaran; 

e. petaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiat.an 
pcrencanaan dan pcnyueunan anggeran; dan 

r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Badan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan rungsi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kcpalo Bidang 
Anggaran mempunyai rincian tugas : 

di bidang 
penyusunan kebijakan teknis 

perencanaan dan 
a. perumusan 

pcngelolaan 
anggaran: 

b. pengocrdtnasian den pelaksanaan kegiatan 
perencanaan dan penyusunan anggaran; 

yang berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepade Kepala Badan. 

(2) l<epala Bidang Anggaran mempunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalarn 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan 
dan fasilitasi kegiatan di bidang anggaran. 

13) Untuk mclaksonakan tugas sebagairnana dimaksud 
pad a ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai rungs, : 

12 



p. mengevaluaei dan menilai prestasi kerja 
bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawas 
dan perilaku kcrja sesual keientuan dalam 
rangka peningkatan karir, pernbcrian 
penghargaan dan sanksi: 

q. mcnyusun taporan pelaksanean kegiatan kepada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

r. menyampailcan saran dan pcrtimbangan kepada 
pimpinan balk lisan rnaupun terrulis 
berdaaarkan lcajian agar kegiaca n berjalan lancar 

6 

sistcm 
sisrern 

yang 

dan mengarahkan kegiatan penjagaan 
pengarnanan serta pengtntegrasian 
inforrnasi keuangan daerah dengan 
inforrnast lainnya sesuai ketenruan 
berlaku; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep 
Standar Opcrasional Proscdur {SOP} kegialan 
Bidang Anggaran; 

n. memantau dan mengendalikan kegiatan di 
bidang percncanaan anggaran, penyusunan 
anggaran, scrta analisis dan evaluasi anggaran: 

o. rneleksanakan pcmantauan den evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran dengan 
cara menguku.r pencapaian program kcrja yang 
Lelah disusun untuk bahon laporan. dan 
kebijakan tindak lanjuc; 

I. 

kegiatan; 
f. menyusun konsep kebijakan Kepala Badan dan 

naskah dinas yang berkaitan dcngan kegia.tan 
perencanaan dan penganggaran pendapatan dan 
belanja daereh, serta analisis kebijakan dan 
evaluasi anggaran; 

g. menyusun petunjuk teknis pemhinaan di bidang 
perencanaa.n anggaran, penyusunan anggaran. 
serta analisis dan evajuasl anggaran: 

h. mernbina dan mengarabkan penyelenggaraan 
kegiatan di bidang perencanaan anggaran, 
pcnyusunan anggaran, serta analisis dan 
evaluasi anggaran: 

t. memantau dan mengendalikan kegiaran di 
bidang pcrencanaan anggaran, penyusunan 
anggaran, serta analisis dan evaluasi anggararr; 

J· menyusun konsep Kebijakan Umum Anggari:!n 
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (J<UA 
dan PPAS) Perangkat Daerah beserta 
pcrubahannya; 

k. mengarahkan penghitungan bagi hasil pajak dan 
retribusi daiam rangka penyusunan 
pcrcncanean anggaran daerah; 



evaluasi kegiatan iahun sebelurnuya scbagai 
pedornan pclakaarraan tugas; 

b. mcnjaba.rkan perintah pimpinan melalui 
pengkajian perrnasalahan dan pcraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektiJ dan efisien; 

c. mcmbagi rngas bawahan scsuai dertgan je batan 
6 

kegiatan Sub 
berdasarkan 
dan hasil 

a. menyusun rcncana dan program 
Bidang Pcrencanaan Anggaran 
pcraturan penmdang-undangan 

Paragraf 1 
Sub Bidang Percncanaan Anggaran 

Pasal 12 
( l I Kepa!a Sub Bidang Perencanaan Anggaran 

sebagairnana dimaksud daJam Pasal 11 ayat (1) huruf 
a, mernpunyai rugas meiaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan. pengcnda.lian, pcngelolaan 
dan rasilitnsi kegiatan di bidang perencanaan 
anggaran. 

(2) Untuk metaksanakan tugas sebagasmana dlmaksud 
pada ayat (1), Kepala Sub Ejidang Perencanaan 
Anggaran mempunyai rincian tugas : 

( 1) susunan Organisasi Bidang Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf c. terdiri 
atas : 
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 
b, Sub Bidang Penyusunan Anggaran: 
c. Sub Kocrdtnator Analisi.s Kebijakan dan 8valuasi 

Anggaran. 
(21 Sub Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (11 

huruf a den huruf b rnasjng-maaing dipirnpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran, 

(3) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat 
( LI huruf c bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
mcla\ui Kepala Bidang Anggaran. 

(4) Sub konrdinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mernpunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 11 

serta untuk rnenghindari pcnyirnpangan: dan 
s. melakeanakan tugas kedinasan lain sesuai 

dengan pcrintah pirnpinan. 
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semua Perangkat Dacrah; 
J· menyiapkan bahan dan menyusun konsep 

Kebijakan Umu.m Anggaran dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) PcrangkaL 
Daerah beserta perubahannya; 

k. menyiapkan bahan clan mcnyusun kcnsep 
Standar Operasional Prosedur (SOP) kcgiatan 
Sub Bidang Perencanaan Anggaran untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan 
Anggaran dengan cars mcngukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak laojut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja 
bawahan berdasarkan sasaran kerja pega.wai 
dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam 
rangka peningksitan karir, pernberian 
penghargaan dan sanksi 

n, mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
u-ansparanei pelaksanaan keg.iatan: 

o. menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada 
pirnplnan baik lisan maupun tertulis 
berdasarkan kajian agar kegtatan berjatan lancar 6 

I , 

Perangda 
rangka 

r. 

dan kornpetenainya serta mernberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 
kclancaran pelaksanaan rugas 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi 
internal di lingkungan Badan untuk 
mendapatkan infcrmasi, masukan, serta dalarn 
rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. rnenelaah dan mengkaji pcranu= perundang 
undangan sesuai Jingkup mgaenya sebagai 
baban atau pedoman untuk rnelaksanakan 
kegiatan: 
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknls, 
peruniuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mcndukung kclancaran 
pelakaanaan kegiatan; 

g. metaksanakan pcnghitungan bagi hosil pajak 
den rctribusi dalaru rangka penyusunen 
perencanaan anggaran daerah; 

h. melaksanakan k.oordinasi dengan 
pengampu pendapatan dalam 
menetapkan target pendapatan; 
rnenyiapkan bahan dan mengkoordinasikan 
Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial 
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Paragraf 2 
Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

Paso! 13 
\1) Kepala Sub Bidang Pcnyusunart Anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l) huruf 
b, mempunyai tugas melaksanakan scbagian rugas 
Kcpala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan 
perumusan kebijakan tcknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan. pcngcndalian, pengeiolaan 
dan fasilltasi kegiatan di bidang penyusunan 
anggarsn. 

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penyusunan 
Anggaran mernpunyai rincian tugas : 
a. menyusun rcncana dan program kcgiatan Sub 

Bidang Penyusunan Anggaran berdasarkan 
peraturan perundang-undangan clan hasil 
evaluasi kcgiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelakaanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pltnpinan melalui 
pcngkajian permasalahan da.n peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugae 
bcrjalan efektif dan efisien_; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan 
dan kompctensinya serta membcrikan arahan 
baik sccara lisan rnaupun tcrtulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuJtasi internal 
di lingkungan Badan untuk mendapatkan 
informasi, masukan, serta dalam rangka 
smkronisasl dan hannonisasi pelaksanaan iugas: 

e. menelaah clan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuei lingkup tugasnya scbagai bahan 
atau pedoman unruk melaksanakan kcgiatan: 

f. mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis. 
perunjuk pelaksanaan. dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna menctukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan petunjuk pcnyusunan RKA 
dan DPA Perangda, Rancangan APBD dan 
Perubahan APBD berdasarkan KUA-PPt\S yang 
telah ditetapkan; 

h. rncnyusun konscp Nota Kesepalcatan Ke,,1,~nga11 
APBD, Not.a Keuangan RAPBD yang akan 
disarnpaikan dalam rapat DPRD dan banan 
evaluast Gubernur; 

serta untuk meoghindari penyimpangan: dan 
p. melaksanakan cugas kcdinasan lain sesual 

dengan perincah pimpinan. 
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(l) Bidang Perbendaharaan dan Akuntans! sebagalmena 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf d, dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berkcdudukan di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kcpala Badan. 

(21 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntanst 
sebsgaimana dimaksud pada ayat (I), rnernpunyai 
tugas melaksartakan scbagian rugas Kepala Badan 
dalam pcrumusan kebijakan tcknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan, pengendalian. pengelolaan. 
fas-ilitasi. evaluasi dan pelaporan keglatan di bidang 
perbcndaharo.an <tan akuntansi. 

Bagian Keempal 
Bidang Perbendaharaan dan Akuruansi 

Pasal 14 

L rnenyiapkan bahan penyusunan, penggandaan, 
distribusi dan pengcndalian rancangan peraruran 
daerah den kepurusan kepala daerah tentang 
APBD; 

J· rnenyusun bahan penctapan a.nggaran kas; 
k. menyiapkan bahan rx;nyusunan kcmsep surat 

keputusan pergescran rincian objek belanja 
dalam objek belanja dee rincian objek belanja 
dalam jenis belanja; 

l. mcnyiapkan bahan koordinasl dari haail rapat 
rapat pembahasan APBD; 

m. menyiapkan bahan dan menyuaun koneep 
Standar Operasional Prosodur (SOP) kegiatan Sub 
13idang Anggaran Belanja untuk pcningkatan 
kualitas petayanan publik; 

n. melakaanakan pemantauan dan evaluasi 
pelakaanaan kegiatan Sub Bidang Anggoran 
Bclanja dengan cara mcngukur pencapaian 
program kerja yang Lelah dtsu sun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindek lanjut: 

o, mengevaluasi dan menilai prcetasi kerja bewahan 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku 
kcrja $CSUai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, p.crnberian penghargaan dan sanksi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan lceglatan kepada 
pimpinan sebagai wujud ajcuntabilitas dan 
uunsparanst pelaksanaan kegiatan; 

q, rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulls berdaserkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghi.ndari penyimpangan; dan 

r. meJaksana.J<an iugas kedinasan lain sesuai 
dengan pcrintah pimpinan. 
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(3) Untuk me!aksanakan tugas sebagaimana drrnaksud 
pada ayac {2)1 Bidang Perbendaharaan dan Akunte ns! 
mempunyai rungsi : 
a. perumusan kebjjakan teknis di bidang 

pcrbendaharaan dan akuntansi; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiaian di 

bidang perbendaharaan dan akuntansi; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pcngendalian 

kegiatan di bidang perbendaharaan dan 
akuntansi; 

d. pengelolaan dan tasilitasi kegiatan di bidang 
perbendaharaan dan akumansi: 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiatan di 
bidang perbendaharaan dan akuntansi i dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan Lain yang dioerikan 
o!eh Kepala Sadan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagajmana 
dirnaksud pada ayat (2) dan ayer (3), Kepala Bida ng 
Perbendaharaan dan Akuntansi rnempunyai rincian 
tugas : 
a. mcnyu:sun rencana clan program keg.iatan Bidang 

Perbendaharaan dan Akunro.nsi berdasarkan 
peraruran perundang-undangan dan basil 
evaluasi kcg.iatan tahun sebclurnnya. scbagai 
pedoman pelaksanaan rugas: 

b. menjabarkan permtah pirnpinan molalui 
pengkajian permasalahan dan peraruran 
perundang-undangan Agar pclakeannan rugas 
berjalan efektif dan efisien: 

c. mcmbagi tugas bawahan sesuai denga n jabatan 
dan kornpetcnsinya serta rnernberikan arahan 
baik secara usan rnaupun tenulls guna 
kelancaran pelaksanaan tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik verikal rnaupun horizontal 
untuk mcndapatkan informasi, rnasukan, serta 
dalarn rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan keglatan: 

e. rncnelaah dan rnengkaji peraruran perundang 
undangan seeuai lingkup rugaanya sebagai bahan 
at.au pedornan untuk melaksanakan kegiatan: 

r. menyusun konsep kebijakan Kepala Badan dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan 
penatausahaan keuangan, penerimaan, 
pengeluaran kae, dan akuntansi; 

g. menyusun petunjuk teknis, pernbmaan dan 
penye!cnggaraan kegiatan di bidang bclanja 
daerah dan kas daerah: 
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kclcngkapan 
Kctcrangan 
dan bahan 

p. menyiapkan bahan penelitian 
dolrumcn dan pcnerbitan Surer 
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 
pembinaan bcndahara gaji; 

q. melaksanakan pcngendalian dan penerbitan 
anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana {SPDJ 

r. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan 
akuntansi terhadap setoran pendapatan daerah, 
pengeluaran daerah, dan SP2D yang telah diarnbil 
sesuai pernbebanan rekenlng; 

s. menyiapkan bahan bimbingan teknis akuntansl 
pada setiap SKPD serta mclalcsunakan 
pencacatarr nkuritanai baik manuaJ maupun 

h. melaksanakan, mernantau, clan mengendalikan 
penerirnaan, penyimpanan dan pembayaran atas 
rekening kas umum daerah serta mcngusahakan 
dan rnengatur dana yang diperlckan dalam 
melaksanakan APBD: 

1. melaksanukan administrasi penerirnaan dan 
pengc1uetan kas , serta .mema.ntau pelaksanaan 
penerimaan dan pengcluamn APBD olch bank 
dan atau Jcmhago keuangan lain yang ditunjuk: 

j. rnenyimpan uang daerah, melaksanakan 
penempatan uang daerah, dan mcngelola dan 
atau menatausahakan investasi daerah, 
rnenyiapkan pelaksanaan pmjarnan dan 
pemberian pinjaman scrta mengetota uiang clan 
piuiang dacrab. serta rnelekukan penaginan 
piutang daerah; 

k. melaksanakan kajian penyertaan modal 
pemerintah daerah terhadsp Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan proses analisis 
pernbiayaan dan penempatan uang daerah 
sebagai optimalisasi 
kas; 

L mcnyiapkan bahan pengarahan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP), register ates Surat Perintah 
Membayar {SPM) dan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) belanja OPD; 

m. mcnyiapkan bahan pemantaua n dan 
pengcndalian, pcmbayaran atas rekening kas 
umum daerah dan pagu anggeran, rneneliti 
dokumen SPM, serta mengendalikan dana yang 
dlperlukan dalam pelaksanaan APBD; 

n. menyiapkan bahan pclaksanaan proses 
pcnerbitan rancangan dan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D), pcnclitian Daftar Penguji 
SP2D, administrasi pengeluaran kas serta 
pelaporan dan register- realisasi ($?20~~ 

o. menyiapkan baha.n petaksanaan pembinaan 
bcndahara pcngeluaran OPD; 
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aa , menyusun 1apnrsn pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud nkuruabilitas dan 
transparansi pclaksanaan kegiatan; 

bb. menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tcrtulis bcrdasarkan a 

konsep 
kcgia Lan 

lnfurmaei 

dan mcnyusun 
Prosedur (SOP) 
dan S'istem 

x. menyiapkan bahan 
Standar Operasional 
Bidang Akunransl 
Keuangan: 

y. melaksanakan pemaruauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang AkuntAns1 dan 
Sistem lnformasi Keuangan dcngart cara 
mengukur pencapaian program kerja y::i ng Lelah 
disusun untuk bahan iaporan dan kcbijekan 
undak lanjut;. 

z. mengevaluasi dan menilai prcstasl kcrja Mwalum 
berdasarkan sasaran kcrja pcgawai dan pertlaku 
kerja sesuai ketentuan clalam rangka peningke1IJ1n 
karir, pembcrian penghargaan dan sartkai: 

dengan aplikasi komputer secara srstcrnatis dan 
krcnologis mengenai pendapatan, belanja, 
pcmbiayaan. serta rnenyiapkan bahan koordinasi 
dan pcmant.auan pelaksanaan teknis akuruansi 
pencrirnaan, akuntaosi belanja, pelaporan, de n 
sistern inforrnasi kcuangan daerah dan sistern 
inforrnasi kcul:ingan lainnya agar kegiaian 
berhasll guna dan berdaya guna; 

t. mcnyus.un bahen laporan bcrka.ln, laporan 
realisasi anggaran, ncraca, arus kas, laporan 
operasional, laporan perubahan equitas, laporan 
perubahan saldo anggaran lebih den Catalan alas 
laporan keuangan dacrah; 

u, menyiapkan bahan pengawasan pcrnbukuan 
secara sistemaus dan kronologis reallsasi 
pcndapatan, belanja, dan pernbiayaan serta 
melaksanakan pcnelitian terhadap bukti kas 
pendapatan, belanja, dan pernbiayaan: 

v. menyiapkan bahan petakse naan pengumpul"'n 
data SKPD untuk d1konsolidasikan g1.111a 
penyusunan Laporan Ptrtanggungjawabti.n 
Pelaksanaan APBD dan mcnyiapkan bahan 
Laporan Keuangan DfJeroh kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan Rcpublik lndoncdia guna 
dilakukan pemcriksaan, dsm mcnyiapkan bahan 
pcngantar Laporan Penanggtu1gjawaban 
Pele.ksanaan APBD ke DPRD. 

w. menyusun bahan pelaksanaan pcmcliharan dan 
pengernbangan sistern inforrnasi keuangan uruuk 
mcnjaga kcsinambungannya, clan melaksanakan 
penglntegrasian sistcm inforrnast keuangan 
dengan sistern lainnya; 
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clan program keg,awn Sub 
berdasarkan pcraturan 

6 
a. menyusun rencana 

Bidang Belanja 

Paragraf l 
Sub Bidang Pcnatausahaan flelanja 

Pasal lo 
(l) Kepala Sub Bidang Penatausahaan BelanJa 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 S ayat ( l) huru I' 
a. mempunyai tugas mctaksanakan sebsgian tugas 
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akunro.nsl den 
Sistern lnformasi Kcuangan Daer-ah dalam penyiapan 
bahan perurnusan, kebijakan rcknie, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengclo1aa.n, fasilitaai. eval\.lr,nii, dan 
pelaporan kegiatan di bidang penatausahaan bclanja. 

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
pads ayat (I). Kepala Sub Bidang pernuausahaan 
BcJanja mempunyai rincian rugae ; 

(11 Susunan Organlsasl Bidang Pcrbendaharaan dan 
Akuruansi scbagaimana dimaksud dalam Pasal ;'i 
ayai (1) hurufd, terdin atas : 
a. Sub Bidang Penatausahaan Bclanje: 
b. Sub Bidang AkunLansi dan Pelaporan: 
c. Sub Koordinator Pernegang Kas Dacrah, Dana 

Pcrimbangan dan Dana Transfer Lamnya. 

(2) Sub Bidang scbagairnana dimaksud pada aye r (I) 
huruf a dan huruf b maaing rnasing dipirnpin olch 
seorang Kepala Suh Bidang yang bcrada dibawah dan 
bcrt.anggung jawab kepada Kcpala Bidang 
Perbendahar:l$n dan Akuntansi. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dirnaksud pada aya, 
(I) huruf c, bertanggung jawab kepada l<cpala Badan 
me1alui Kepala Bidang Pcrbcndnhnrasn dun 
Akuntansi. 

{41 Sub koordinator sebagairnana dimaksud pada ayai 
{2) mernpunyai urgas sebagajrnana tercantum dalarn 
Lampiran IT yang merupakan bagian udak 
tcrpi.sahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal l 5 

kajian agar kegtatan bcrjaJan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan: dan 

cc. melaksanakan tugas kedtnaean Jain sesuai 
dengan perintah phnpinan. 
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perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
rahun sebe)umnya sebagas pedornan pclaksanaan 
tugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan me)alui 
pengkajian permasalahan dan pcratura n 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
efektif dan efislen: 

c. mernbagi tugas kepada bawah.an scsuai de ngnn 
jabatan dan kornpetensinya serta mcmbcrikan 
araha n baik secara lisan mau pun tc-rtulis gun a 
kelancaran pelaksanaan cugas; 

d, melaksanakan koordinesi don konsuuasr dcngan 
lnstansi terkait balk vcrtikal maupun horizoruul 
untuk mendapatkan informasi, masukan sorta 
dalarn rangka sinkronisasi dan ha rrnornaasr 
pelaksanaan tugas: 

e. mcnelaah dart mcngkaji peraruran per-und ang 
undangan sesuai Jingkup tugasnya sebagai be han 
aiau pedoman untuk mcluksanakan kt:gialan; 

r. menyiapkan bah an penyusu nan perunjuk tekms, 
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas ya,'lp; 
berkaitan dengan kcgiatan persyara1 an kerj1:1, 
kesejahteraan tenaga kcrja, norma kerja dan 
norma jarninan soaial tcoaga kC'rjU guru, 
mcndukung kelencaran pclaksanaan tugas: 

g, Menyiapkan bahan pengarehan Surat Permimaen 
Pembayaran (SPP), register atas Sura, Pcrintah 
Mcmbayar (SPM) dan Surat Penntah Pencairan 
Dana (SP2D) belanja OPD: 

h. Menylapkan bahan pcmante uan dan 
pengendalian, pembayaran atas rekening kas 
umurn dacrah dan pagu anggaran, rnenehu 
dokumcn SPM, scrt.a rnengendalikan dana yang 
dipcrlukan dalam pelekeanaan APBDi 

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses 
penerbitan rancangan dan Surat Pcrinf ah 
Pencairan Dana (SP2D), penclitian Daftar PenguJi 
SP20, adrninistrasi pengcluaran kas serta 
pelaporan dan register reatisasi {SP'2DJ: 

J. Meny,apka.n bahan pelaksanaan pernbinaan 
bendahara pengeluaran Perangkat Dacrah: 

k. Menyiapkan bahan penehtian kelengkapan 
dokumen dan pencrbitan Surat Ketcrangan 
Pembcrhenuan Pcmbayarnn (SKPPI clan bahan 
pcmbinaan bendahara gaji; 

l. Melaksanak.an pcngcndaltan dan pencrbil.an 
anggaran kas dan Surat Pcnycdiaan Dano (SPD). 

m. menyiapkan baban dan mcnyusun konscp 
Standar Operasionel Prosedur (SOPl kcgi<111u1 Sub 
Bidang penatausahaan Bclanja un1uk 
perungkatan kualitas pelayanan publik; 

22 



Paragraf 2 
Akuntunsi dan Pcle por-an 

PasaJ 17 
(I) Kepala Sub Bidang Akuntans, dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat t l) hurur 
b, mempunyai rugas mctaksanakan scbagian tugas 
Kepala Bidang Pcrbendaharaan, AkLmtansi den 
Sistern lnfonnasi Kcuangan Dacrah detum penyiap-m 
bahan perumusan, kcbijakan tcknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pcngawasan, 
pcngendalian, pengelolaan, fasili1.as1. cvaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidnng akuntansl dan 
pelaporan, 

{2) Untuk rnelaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (ll. Kcpala Sub Bidang Akumansi dan 
Pelaporan mempunyai rinc,an mgas : 
a. menyusun rencana dan progrAm kegiatan Sub 

Bidang Akuruansl dan Pelaporan berdasarkan 
pcraturan perunda.ng .. undange n dan hast I 
evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya sebagai 
pedoman pelaksan:aan tugas; 

b. menjabarkan perlruah punpine n mclalu, 
pcngkajian permasalanan du 1, pcraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
bcrjalan efekdf dan efisien: 

c. membagi tugas kepada bawahan scsuai dengan 
jabatan dan kompetensinya senu membe-rtkan 
arahan baik secara lisan maupun tertulis guns 
kelancaran pelA ksanaan tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuuasr internal 
di lingkungan Badan untuk me ndapatkan 

<S 

n. melaksanakan pernanrauan dan evaluasi 
pe)aksanaan kegiatan Sub Bidang Pena tausa haan 
Bclanja dengan care. mengukur pencapaian 
program keria yang telah disusun uruuk bahan 
laporan dan kebijakan tinduk lanjuu 

o. mengevsluasi dan mcnilai prestasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pen ingkata n 
karir, pernberian penghargaan dan sanksi: 

p. menyusun Ieporan pclaksanaan kcgiaum kepada 
pimpinan scbagai wujud akuruabiliras dart 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

q. mcnyampaikan saran dan pertirn bangan kcpada 
atasan baik lisan maupun tcrtutis bcr daearkan 
kajian agar pclaksanaan kcgiata n berjalan l«.ncar 
serta unruk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan togas kcdinasan Lain dari 
pimpinan sesuai dengan tugas dan rungsi unit 
kerjanya. 

2:1 



informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan haemorusasi pclaksanaan iugas: 

e. mcnelaah dan mengknji peraturan per-urtdang 
undangan scsuai lingkup tugasnya scbagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

r. mcnyiapkan bahan penvusunan peiunjuk tekrns. 
pctunjuk pelaksanaan. dan naskah dinas ~suai 
lingkup tugasnya guna mendukung keloncaran 
pelaksanaan kcgietan; 

g. Menyiapkan bahan penelittan dan pemeriksaan 
bukti, evaluast, koordinas! dan rekons+llasl, scrra 
konsclidasi laporan pendapatan, pengeluaran, 
serta )apOran keuangan pertanggungiawaba n 
fungsional: 

h. Menyiapkan bahan pelaksauaan pcncetutan 
akuntanei pendapatan daerah berdasarkan 
dokumen yang sah tcrhadap pendapatan dan 
belanja. daerah secere sistematis dan kronologis. 
melaksanakan pengelolaan htnang dAf'I piutang 
dacrah serta penagihan punang daerah dan 
tuntutan ganti rug, keuangan dan barang milik 
daerah; 

1. Menyiapkan bahan laporan umpan balik 
pendapatan daerah berdasarkan rekapitulasi 
pcncrimaan sebagai taporan kepada Pcrangda 
pengclola pendapatan dan instanss terkan; 

J, Menyusun bahan pclaksanaan pcncataran 
akuntansi baik manual maupun dengan 
kornputcrisasi secara slstcrnst rs dan kronologe, 
mengenai belanja daerah: 

k. menyusun bahan pcngumpuJan laporan Bc:d1,1 
Acara Pcmcrfksaan kas setiap triwulan, dan 
pelaksanaan pengetotaan pcnyenaan modal 
pcmerintah daerah: 

L mernbuai laporan konsobdasi dana-dana ocu 
APBD sesuai ketcntuan yang berlaku; 

m. menelil.i laporan pcrtanggungiawaban Pendapatan 
Fungsional Bendahara Penerirnaan dan Belanjn 
Fungstooal Bendahara Pengeluaran: 

n. melaksanekan pombinaan dan atau bimbingan 
teknis kcpada Bendahara Pcngeluaran den 
Bcndahara Pcncrimaan ierkan penyusunan 
laporan keuangan; 

o. melaksanakan pengumpulan data scbagai bahan 
konsolidasi laporan keuangan SKPD. BLUD dan 
BUMD secara berkala guna penyus.unan ln.poran 
rcalisasi anggaran. neraca, arus kaw, Laporan 
Operasional, Laporan perubahan ekuuas. laporau 
perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas 
Japoran keuangan daerah: 
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6 
kegiaran di 

bidang asr-i cl. pengelolaan dan fasilltasi kcgiatan di 
daerah; 

e. pelaksanaan evaluasr dan pelapcran 
bidang pengelolaan aset daerah; dan 

( l) Bidang Pcngclolaan Asel. Daerab sebagaimane 
dimaksud da]am Pasal 5 ayat ( ll huruf c:. chpimpm 
olch seorang Kepala Bidang y•ng bcrkedudukan den 
bertanggung jawab kepada Kcpala Bad an. 

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Asel Daemh rnempunvar 
rugas melaksanakan sebagian rugas Kcpala Badan 
dalam pcrumusan kebija kan ieknis. pengoordmasian. 
pembinaan, pengawasan. pengcndalian. pcniielolaa n 
dan Iasllitasi kegiatan di bidang asct daerah, 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2), Kcpala Bidang Pengclolaan Aset Daerah 
mempunyai fungsi: 
a. pcrurnusan kcbijakan tcknis di bidang bidang 

pengelola,an eeet daerah; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pengelolaan aset daerah; 
c. pcrnbinaan. pcngawasan. dan pengendstian 

kegiatan <Ii bidang pengelolaan aset dacrah; 

Bagian Kclima 
Bidang Pengetolaan Aset Dacrah 

Pasal 18 

p. menyiapken bahan dan menyusun konsep 
Stander Operasional Proscdur (SOP) kegiatan Sub 
Bidang Akuntanei dan Pelaporan untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

q. rnengevaluasi dan mcmlal prestast kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan pe ritaku 
kerja sesuai keteruuan dalam rangka pcrringkatau 
karir, pembcrian penghargean dan sanksl: 

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasl 
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akunlf.tJ'ISt dnn 
pelapcren dengan cara mengukur pcncapaian 
program kerja yang telah disuaun untuk hahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

s. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabiluas clan 
transparansi pelaksanaan kcgiatan: 

l, menyampaikan saran dan pertlrnbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tertulls berdasa rkao 
kajian agar kegiatan bcrjalen lancar seria uruuk 
menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lam scsuai 
dcngan perintah pimpinan. 



L pelaksanaan Iungsi kedinasan lain yang dibcrlkan 
oleh Kepala Badan. 

(4) Untuk rnelaksanakan urges dan rungs! scbagalmarta 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), l<epaln Bidang 
Pengelolaan Aset Daerah mempunyai rinoian rugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bide nR 

Pengclolaan Aset Daerah berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan dan hasll evafuaai kegiatan 
tahun sebclurnnya sebagai pedornan pelaksanaan 
rugas: 

b. menjabarkan perintah pimpman rnelatul pengkejian 
permasalahan dan pcraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan rugas berjalan efekttr ctan cfisi,~n, 

c. memba.gi tugas bawehan scsuai dengan jabaran dan 
komperenstnya serta mcmberikan arahan baik 
secara Hsan maupu n rertutis guna ketancaran 
pclaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasl dan konsultasi iruernal di 
lingk1.1ngan Badan untuk mendapatkan informasi, 
masukan. serta dalam rangka einkronisasi den 
harmonisasi pelaksanaan rugaa; 

e. menelaah dan mcngkaj i pcraturan pcru ndang 
undangan scsuai lingkup tugasnya scbagai bnhan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegratan; 

r. mcnyueun konsep kebijakan Kepala Badan den 
naskah dinas yang berkaitan dengan kcgratun 
pcngelolaan asel daerah: 

g. membina dan mcngarahkan penyclcnggaraan 
kegiatan di bidang perencanaan kcburuhan. 
penganggaran, penggunaan, pena tausahaa n, 
pcngarnanan, penilaian, pemanfaatan, 
pemindahtanganan. dan penghapusan aset; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tekrus d1 bidang 
perencanaan kcbutuhan. penganggarnn , 
penggunaan, penatausahaa n, pengamanan 
penilaian, pemantaatan. pemindamanganan, dan 
penghapusan aset agar kegiatan dapat bcrdaya 
guna da n berhasil guna; 

,. menyusun rencanaan kebutuban dan pemchharaan. 
penghapusan. pernanfaatnn, pemindahtanganan. 
pcngarnanan dan pengcndalinn, penyimpanan. 
pcnyaluran, perawatan aset: 

j. memanrau dan mengendaHkan kegiatan di bidang 
pcrcncan.aan kebutuhan. penganggaran, 
pcnggunaan, pcnatwusa haan, 
pengarnanan.penila ian, pernanfaatan. 
pemindahtanganan, dan pcnghapusan aeet: 

k. mcngoord'inaaikan pcnyuaunan l);)ht.1n dalam 
rangka prosce per.yusunan .arH.\lisis s.randa r biaya; 
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Pasal 19 
(I) Susunan Organisasi Bidang Pcngelolaan Ase, Dacrah 

sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 ayat f 11 huruf c. 
terdiri atas ; 
a. Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan 

Penilaian: 
b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pernindahtanganan, dan 

Pcnghapus.an; 
c. Sub Koordinator Perencanaan l<ebutuhan. 

Pcnganggaran, dan Penggunaan. 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( L) 

huruf a dan huruf b. masjng-masmg dipimpln olrh 
seorang Kepala Sub Bidang yang ber-ada dibawah dan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Bidang Pengelolaan 
Aset daerah. 

(3) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat II) 
huruf c. bcrtanggung jawab kcpeda Kepala Badan 
melalui Kepala Bidang Pcngclolaan Asel Daera h 

(4) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat 121 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalarn 
Lampiran II yang merupakan bagian udak tcrpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini, 

1. rnenyiapkan bahan dan menyusuo konsep Staodar 
Operasicnel Proscdur (SOP) kegrata n Bidang 
Pengelolaan Aset Daerah; 

m. melaksanakan pcmarnauan <tan cvaluasi 
pelaksanaan kegiaian Bidang PengelolaaJ1 Asel 
Daerah cara mengukur pencapalan program kerja 
yang telah diaueun unruk bah an la po ran da n 
kebijakan tindak lanjut; 

n. rnengevaluasi dan mcnilai prestasi kcrja bawahnn 
bcrdasarkan sasara n kerja pcgawa i da n pcrilaku 
kerja scsuai ketentuan dalarn rangka peningkaian 
karir. pemberian penghargaan dan sanksi; 

o, menyusun laporan pclaksanaan kcgiatan kepada 
pirnpinan sebagal wujud akuruabihtae dan 
transparansi pelaksanaan kcgiatan: 

p. mcnyarnpaikan saran dan perrimbangan kepeda 
pimpinan ba.ik lisan maupun terrulis berdasarks n 
kejian agar kegiatan bcrjalan lancar scrta 1.H)lUk 
rnenghindari pcnyimpangan; dan 

q. melaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dcngan 
perintah pimpinan. 
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J. 

menyiapkan bahan pelaksanaan invr-rnari sast 
clan laporan invencar1sas1 aset; 
menyiapkan bahan pclaksanaan pcngamanan, 
pcnilaian. pengawasan. dan pe ngendahan asct 
daerah; 

I. 

Paragrat I 
Sub Bidang Penatausahaan, Pcngarnanan, dan Penilalan 

Pasa120 
(I) Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan 

Pcnilaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasat 19 l\)'al 
(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan scbagian 
cugas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam 
penyiapan bahan perumusan kcbijakan teknis. 
pengcordinasian, pcmbinaan, peng;;t\V::tsRn. 
pengendalian, pengelotaan dan Iasilitasi kegiatan di 
bidang penatausahaan, pengamanan, dan penilaian 
a set. 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (I), Kepala Sub Bidang Pena tausahaa n, 
Pengarnanan, dan Penilaian rnempunyai rincian rugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub 

Bidang penatausahaan. Pcngarnanan, dun 
Penilaian berdasarkan peraruran perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan iahun 
sebclumnya sebagal pedoman pclaksanaan rugas. 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui 
pengkajian pcrrnasalahan dan pcraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan cfckli( dan efisten, 

c. mernbagi tugas bawahan sesua! dengan jabatan 
clan kompetcnsinya eerta memberikart ara han 
baik secara Lisan maupun tertulia guna 
kelancaran pclaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuhasr Internal 
di lingkungan Sadan unruk mendapatkan 
informasi, masukan, serta datam rangka 
ainkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan pcrundang 
undangan seaual lingkup tugasnya sebagai bahan 
ata.u pedornan untuk meJaksanakan kcgiatan: 

f. menyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk tcknis, 
petunjuk pelakaanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup rugeaoya gun a rnenduk ung kelancara n 
pelaksanean kegiatan: 

g. menyiapkan bahan. pclaksanaan kcgiatan 
pendaftaran, pcncatatan, dun pcle porert aee t 
daerab: 

h. rnenyiapkan bahan pelaksanaan scnsus asci 
sekali dalam 5 (lima) tahun: 
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Paragraf 2 

Sub Bidang Pernanfaatan, Pemindahtanganan dan 
Pengha pusan 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Pcmanfaatan, Pemindahtanganan dan 
Pcnghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 9 
ayat (1) huruf b, mernpunyai tu.gas rnelaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan A~ct 
Daerah dalam penyiapan bahan perurnusan kebijakan 
teknis, pcngoordinasian, pembinaan, pcngawasan, 
pengendalian, pcngdolaan dan fasilitasi kegiaian di 
bidang pemanfaatan, pcmindahtanganan dan 
peng.hapusan asct. 

121 Unuix melaksanakan rugas scbagatrnana dirnaksud 
pada ayat ( l). Kcpala Sub Bidang Pemanfaarnn. 
Pernindahtanganan den Penghapusan mempunyas 
rincian tugas : 
a. menyusun rcncana den program kegiatan Sub 

Bidang Pemanfaatan, Pemindahranganan, dan 
Penghapusan berdasarkan pcraturan perundang 
undangan dan ha sil evaluasi kegtatan tahun 
sebelumnya sebagai pcdoman petekaanaen tugas: 

k. mcnyiapkan bahan peleksanaan penyimpanan 
penyaluran asct daerah: 

I. rnenyiapkan bahan dan menyusun konscp 
standar Operasional Proscdur !SOP) kcgiatan Sub 
Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan 
Penilaian untuk peningkatan kualitas pelayanan 
pubtik; 

m. rnelaksanakan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 
Penatausahaan, Pengarnanan, dan Pcnilt:1il:ln 
dengan cara mcngukur pcnc.apoian program kerja 
yang telAh disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

ti. mcngevaluasl dan menitai prestasi kerja bawahau 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai da.n perilaku 
kerja sesuai ketcniuan dalarn rangka pcningkatan 
karir, pcrnbcrian penghargaan dan sankai; 

o. menyusun laporan peJaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akunrabnnas dan 
transparansi pelaksanaan kcgiatan; 

p. menyampaikan saran dan pen.imbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun rertuhs bcrdasarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan lancar serta UtHUk 
menghindari penyimpangan; dan 

q melaksanakan lugas kedinasan lain sesual 
dengan perintah pimpinan. 
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b. menjabarkan pcrintah pirnpinan mclah.11 
pengkajian permasalahan dan pcraruran 
perundang-undangan agar petaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efiaien: 

c. membagi tugas bawahan sesuai deugan jabatan 
dan kompetensinya scrta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanskan koordmasl clan konsultasi trucrnnl 
di lingkungan Bada.n untuk rnendapatkan 
informasi, masukan. sorta dalam rangka 
smkronisasi dan harmonisesa pelaksanaen tugas: 

e. menelaah dan mengkaji peraruran perundang 
undengan sesua i lingku p tugasnya sebagai bahe n 
atau pedornan uruuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk reknis, 
perunjuk pelaksanaan, dan nask.:ah dines sesuai 
lingkup iugasnya guna mendukung ketancaran 
pclaksanaan kegiatan: 

g. menyiapakan bahan pelaksanaao dan memproses 
pemanfaatan Ba rang M ilik Dae rah dcngan rara 
scwa, pinjam pakai. Kerja Sama Pe manfaaian 
{KSP), Bangun Cuna Scrah 1BSG) atau Bangun 
Scrah Cuna (BSC), dan Kerja Sama Penyedian 
Infrastruktur {KSPI); 

h. menyiapkan bahan dan mctaksanakan pcrscwaen 
tanah don atau bangunan milik daerah sorta 
rnengadakan inventarisasi. evaluasi dan 
pelelangan tanah sawah eks bengkok dan eks 
bondo desa: 

,. menyiapkan bahan pelaksanaan dan rncmprosce 
pernindahtanganan Barang MiJik Dacrah dengan 
cara peniuatan, tukar-rnenukar, hibah. aiau 
penycrtaan modal pcmerinwh daerah; 

J. menyiapkan bahan pelaksanaan dau memproscs 
penghapusan dan pemusnahan aset daerah: 

k. menyiapkan bahan dan mcnyusun konscp 
Standar Operasional Prosedur (SOP) keglatan Sub 
Bidang Pcmanfaatam, Pernindahrangenan. dan 
Penghapusa.n untuk peningkatan kualitas 
pclayanan publik; 

L rnelaksanakan pemaruauan dan evaluasl 
pelaksanaan kegiat.an Sub B1dang Pernanfaatan. 
Pemindahtanganan, dan Penghapusan dengan 
cara rnengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan clan 
kebijakan tindak lanjut: 

m. mengevaluasi dan memtai prcstasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai clan pcrilaku 
kerja sesual ketencuan dalam rangka peningkatan 
karir , pemberian penghargaan clan sanksi: 
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melaksanakart fungsi dan Lugas 
pelayanan fungsionaJ yang 
keahlian dan keterarnptlan 

Pl Pejabat Fungsional 
berkaitan dengan 
berdasarkan pada 
tcrtenru, 

Pasal 23 

Bagian Ked'ua 
Pengelolaan Kincrja Pejabat F'ungsional 

Pasal 22 
(1) Kclornpok Jabatan Pungsional pado lingkungan 

Badan ditetapkan sesuai dengan kebuluhan dan 
mernpunyai fungsi dan iugas bcrka.itan dcngan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan terrenru sesuai peraruran 
perunda ng-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Pungsional bcrkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
kepada Kepala Badan. Sckretaris dan Kep~lri 8ida.ng 
yang rncrniliki keterkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi dan tugas Jabatan Pungslonal 

(3) Kelompok -Jabatan Fungsional terdlri derri sejumlah 
Pejabat Pungaional jcnja.ng ketcrarnpilan dan jenjang 
keahlian. 

(4) Jumtah, jcnis. dan jcnjang .Jabatan Fungaicnul 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I). ditcntukan 
berdasarkan hasit analisis jabatan dan analisis, 
beban kerja. 

\5) Tugas, pembinaan dan pcngcmbangan .Iabatan 
Pungsional sebagalrnana dirnaks\td padu ayai ( 1) 
sesuai ketentuan pcraturan perundang.undangan. 

(61 Untuk mcmenuhi kebutuhan .Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diJakukan 
scsuai ketenruan peraiuran pcrundang .. undangan. 

Bagian Kcsatu 
Umum 

BABV 
KELOMPOK JABATAN PUNGSIONAL 

n. menyusun lap-Oran pelaksanaan kegia Lan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akuruabilitas dan 
transparansi pclaksanaan kegratan: 

o. rnenyampaikan saran dan pcrrlrnbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun icrtulis berdasarkan 
kajian agar kcgiatan berjalan lancar serta untuk 
mcnghindari penyimpangan: dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai 
dengan perin Lah pimpinan 
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Pasal 26 
(I) Kepala Badan dalam rnelaksanakan tugasn,a 

berpedoman pada ketentuan peraruran pcrundang 
undangan. 

(2) Dalam mclaksanakan tugas setiap pimpman unit 
organisasi dan kclompok jabntan rungsionaJ wajrb 
menerapkan prinsip koorcltnasi. iutcgrersi d.'!11 
sinkronisasi baik dalam Hngkungan rnasing-rnasing 
maupun antar saiuan organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah serta instansi lam di luar 
pernerintah daerah scsuai dengan iugas rnasing 
masmg. 

(3) Setiap plmoinan unit orgarusasl wajib mcngewersi 
bswahannya masing-rnasing. 

BABVI 
TATA KERJA 

Pasal 25 
(1} Pejabat Fungsional melaporkan pclnkse naan f-uf"lgi:;t 

dan rugasnya secara langaung kepada pimplnan unit 
organisasi. 

(2) Pimpinan unit kcrja sewaktu-waktu berwenang untuk 
rnerninta Japoran kepada pcjabat rungsional danj ecau 
Ketua Tim di lingkungao unit kerjanya 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari -Jabatan Fu ngsional sejcnis aiau berbagai 
lalar belakang komperensi yang ada pada Perangkat 
Daerah tersebut atau dar! luar Perangkat Daerah. 

(4) Ketua Tim Kcrja sebagaimana dimaksud pada ayat 0) 
berasal dari unit organisasi pemilik kincrja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja scbagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) diretapkan oleh Kepala Pcrangkat Daerah. 

bcrketomook 
( l) dengan 

Pasal 24 
(l) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sccare indlvidu dan/aca.u berkelornpok. 
(2) Pelaksanaan rungsi dan tugas secara 

sebagaimana dimaksuct pade ayat 
membentuk Tim Kerja. 

(2) Selain rnelaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) Pejabat Fungsional dapai 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 
yat1g daJam mcnjalankan (ungsi den tugnanya 
bckcrja secara individu dan I aieu ti in kerja. 
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BAfl VII 
KE:PEGAW/\l/\N 

Pasal 28 
Jcnjang jabatan den kepangkatan serta susunan 
kcpegawaian diatur scsuai kctcntuan pcrattn-an 
pcrundang~undangan. 6 

(I) Pada unit kcrja fungsional ditunjuk Sub Koordinator 
unruk pelaksanaan tugas dan pen&elo)aan kcgiatan. 

(2} Sub koordinator sebagaima.na dimaksud pada ayai 
( l) adalah uigas rarnbaban yang diberikan kcpadu 
pejabat tungsional yang dirunjuk. 

(31 Tugas sub koordinator- adalah mernbanru Sckreta.r1s. 
dan Kepala Bidang dalam mcnyusun percncanan. 
pclaksanaan dan pengendahan. peman iauan dan 
evaluasi, serta pclapor-an kegiatan pada unu kerjanya 
sesuai lingkup rugas den Iungsinya. 

(4} Pada pejaba.L pengawas yang tidak d1selru-al<an, maka 
recap melaksanakan uigasnya pada unit kerja 
mastng-rnasing. 

PasaJ 27 

oleh pimprnan unu 
waj ib diola h dan 
untuk penyusunan 
untuk mernberikan 

(7) Setiap laporan yang diterima 
organisasi dari bawahannya 
dipergunakan sehagai bahan 
laporan lcbih Lanjut sorta 
petunjuk kepada bawahen. 

{8) Dalam mcnyampaikan laporan kepada prrnpf nan , 
wajib menyampaikan ternbusan kepada \ln\l 
orgamsasl lain yang sccara Iungsional mempunyal 
hubungan kerja. 

{9) Dalam rnelaksanakan pengendanan kegiatan, scuap 
pLnpman unit organlsesi beserta bawahannya we] 1b 
mengadakan raper berkala, 

(4} Dalam hal setelah dilakukan pcnzawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 131 rerjadt 
penyimpangan. pimpinan unit organisasi mengarnbil 
langkah-langkah yang dipertukan sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Sctiap pirnpinan unit organisasi bertangguog jawab 
rnernimpin da.n mengoordinastkan hawahan rnasing 
rnasing dan rnemberikan bimbingan scrta petunjuk 
bag, pelaksanaan tugas bawahannya, 

(6) Setiap pimpinan unit organisast wojib mengikut1 don 
mernatuhi petunjuk dan bcrtanggu.ng jawab kepadn 
arasan masing-rnaaing serta menyiapkan Japoran 
berkala tcpat pada waktunya. 
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Pasal 32 
(I) Dalam hal reriadi kekosongan Sub Koordina,or, 

Kepa1a Badan mcnunjuk Sub KoordinaLor ye ng 
diutamakan berasaJ dad Pcjabat Ft.mgsiomd d• 
lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Badan Lida k terdapat 
pejabat fungsional, maka Kcpale Badan mcnunjuk 
Pelaksana Senior seuagat Sub Koordlnarnr 
berdasarkan kompetensi yang dibuluhkan 

(3) Palam hal Kepala Badan akan mcm.111iuk Sub 
Koordinator yang berasal dari luar lingkungan 
kerjanya, maka Kcpala Badan mengusulkan kepadn 
Sekretaris Oaerah melatut perangket dacrah yan~ 
rnenangani kepegawaran. 

Pasal 31 
(l) Untuk mcnunjang tugas dan lungs! Kepala Bldang 

dirunjuk Sub Koordlnator yang beraaal dari Pcjabat 
Pungaional, 

(2) Sub Kuordinator scbagaimaria dimakeud pada ayat 
(1), ditunjuk olch Kepala Badnn dcngan 
mendayagu-nakan Pejabat F'ungsiona1 scsuai dcngan 
kompetensi yang bersangkutan. 

(3} Penunjukan Sub Koordinator sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan kcpurusan Kcpala 
Badan. 

BAB vm 
KETENTUAN LAIN-1..AI N 

Pasul 30 
[I] Badan wajib menyusun keburuhan jumlah dan jenis 

jabatan aparatur sipil negara berdaserkan analisis 
jabatan den analisrs bcban kerja.. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlab dan jcrris jabatan 
apararur sipil negara sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) dilakukan urnuk jangka wakru 5 [lirnal rahun 
yang diperinci per J [sacu] iahun berdasarkan 
priorues kebutuhan. 

Pasa! 29 
Jabata.n Kepala Badan, Sckretaris, Kepala Bidang, 
Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan .Jabatan 
i>ungsional di Jingkungan Badan diangkat dan 
diberhcnrikan ofeh Peja bat yang berwenang sesual 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 36 
Pada saat Peraturan Bupau ini mulai berlaku maka ; 
a. Pejabat Fungsional yang dituojuk sebagai Sub 

Koordinator berdasarkan Peraturan Bupari Kendal 
Nomor 70 Tahun 202 l tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan F'ungsi, serta Tata Kerja pada 
Badan Kcuangan Daeruh Kabupatcn Kenda! tctap 
melaksanakan eugasnya sarnpai dftakukan 
pcnunjukan Sub Koon:linator kcmbali bcrdasarkan 
Peraturan Bupati ini~ 

b. Pcjabat Srruktural yang ada tetap mclaksanakan 
rugasnya sarnpai dilakukan pclaruikan Pcjal)~, 
Struktural bordesarkan Pcracuran Bupati ini; 

c. Pelaksana. di bawah Pejabat Fungsinnat yang ditun;uk 
sebegai Sub Koo-rdinaLor, tetap mclaksanskan 
tugasnya di bawah Pcjabat Pungslonal rerscbut . 6 

BABIX 
KETE:NTUAN PERAUHAN 

Pasal 35 

(I} Badan dapat mcmbenruk Unit Pelaksana Tekn is 
Dacrah (UPTD) berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagairnana 
dimaksud pada ayat (l), dipimpin olch kepata yang 
bcrkedudukan di bawah dan berianggung Jawab 
kepada Kepala Badan. 

(3) Susunan organisasi, rugas dan fungsi serta Lala kcrja 
UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (I) diarur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 34 
Pernberhcntian Sub Koordinator oapat dilakukan oleh 
Kcpala Badan. 

Pasal 33 
Penunjukan Sub Koordinator sebagalmana dirnaksud 
dalarn Pas.al 31 dan Pasal 32 dlsarnping mempcrharikan 
kcsesuaian bidang rugas dan lungsmva jUJ.t<I 
mempertimbangkan pcrsya.ratan admimstrasr, 
kescsuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kmcrja, 
pe.ngalaman penugaean, intcgritas dan rnoralitas se na 
persyaratan obyeklif lainnya 

{4) Pcnunjukan Sub Koordinator sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan sctclah mendapai 
persetujuan dari Sekretaris Daerah. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 100 

Diundangkan di Kendal 
pada ranggal 3 l Oesember 2021 
SEKR81'ARIS DAERAH 
K/\BUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 

MOH TOHA 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

DlCO M GANINDUTO 

Dirctapkan d, Kendal 
pada tanggal 31 Dcsernber 202 l 

Pasal 37 
Pada saai peraurran Bupati jni mulai berlaku, maka 
ketentuan yang mcngatur rncngenai Kc-dudukan. 
susunan Organisasi, TUgas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
terkait bidang pengclolaan kcuangan den aset 
scbagaimana diatur dalarn Perarura.n BupalJ Kendal 
Nomor 70 Tahun 202 l tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dart Fungsi. serta Tata Kerja pada 
Badan Keuangan Daerah Kabupatcn Kendal [Berlta 
Dacrah Kabupatcn Kendal Tahun ?.021 Non,nr 701 
dicabut dan dinyatakan tidak ber-lsku. 

Pasal 38 

Peraturan Bupati ini mulai berla ku pad a tangi(al 
diundangkan. 
Agar seUap orang mengctahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dcngan 
penernpatannya dalam Berita Daeral1 Kabopmen Kendal. 

BA8X 
KETENTUAN PENUTUP 

sampai dilakuke.n pelantikan yang bersangkutan 
sebagai Pejabat Fungsional: dan 

d. Pelaksana di bawah Pejabat Pcngawas tctap 
melaksanakan rugasnya di bawah Pejaba, Pengawas 
yang bersangkutan sampai dilantiknya Pcjabal 
Pengawas berdasarkan Pcraturan Bupati ini. 

31', 



Cap ltd 
PICO M GANlNDUTO 
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~ · dengan aslinya ' BUPIITI Kl':NDAl,. 

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOI..AAN Kl::UANGI\N DAN /\SET 
DAERAH KABUPATEN KENDAL 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 99 TAHU N 2021 
T8NTANG 
KEDUDUKAN,SUSUNAN 
OROANlSASI. TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KER,JA PAOA FlAOAN 
Pi;;NGELOL/\AN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH KABUPAT8N KENOIII, 
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I , 1 Sub Kcordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai iugas ; 
a. menyusun rencana de n program keglatan sub koordinaror 

Percncanaan dan Keuangan berdasarkan pernturan p<'rundanp. 
undangan dan hasil cveluaai kcgiacen t.ahun sebclwmnye sc!\1.1E.11i 
pedoman pctaksanaan rugas: 

b. menjabark.an perlntah atasan mc1alu.i pengkajian perrnaxalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelsksanaan cugas 
bcrjalan efektif dan efisicn: 

c. rnelaksanakan koordinaer dan konsuttasi dengan lnstausi rr-rkau 
baik vertikal rnaupun horizontal uruuk rncndapatkan Informasi. 
masukan, serta dalam rangka slnkronisasi dan harm.onim:ts.1 
pelaksanaan tugas: 

d. mcnclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan :::.<'~Uai 
lingh.-up rugasnya sebagai bahan atau pedoman umuk 
rnelaksanakan kegiatan: 

c, rnenghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usutan 
program kegiatan dari masing-rnasing scksi, subbagian dan 
UPTD scauei dengan ketentuan yang bertaku guna rncngbf ndart 
kesalahan: 

r. rnenyiapkan bahan dan menyusun krmsep Rencana Kcgiaiun dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAI serta 
perubahan anggaran sesual ketcmuan dau plafon anggaran yo.n~ 
ditctapkan; 

g. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Rcncanu 
Pembangunan Jangka Mcncngah Dacrnh (RPJMDt. Rencana 
straregis (Renstra), Rencana Kcrja {Rcnja.), lndikator Kinerja 
uiama (IKU), Perjanjian Kincrja (PK) dan jenis dokumc» 
pcrcncanaan lain.nya sesuai dengan ketentuan y@ng berlaku: 

h. rnenyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOPl sub 
koordinator Perencanaan dan Keuangan serta menghirnpun dan 

I. Sekretariat . 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANOAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 9Q TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUK/\N, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUG/\$ DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KER,JA P/\DA BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAll KABUPATEN 
KENDAL 
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mendokumcntasi SOP yang disusun oleh m~slng-masing unu 
kerje; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil 
pcrncriksaan atau audit sesuai dengan peraruran perundang 
undangan; 

j. rnenghirnpun dan menetiti laporan perkcmbangan tingkal 
reahsasi pelaksanaan kegiatan darl masing-maaing unit kcrja 
seoagai oahan penyusunan laporan pcngcndufian Opcrasronal 
Kegia,an {POlq; 

k. menyrapknn bahan dan rncnyceun konscp Laporan Keterangan 
Pettanggungjawaban Bupati (LKPJl, Laporan Kinerja l11~1fH\s1 
Pemcrintah (LKjlPj, Evaluasi Kincrja pembangcman Daer'ah 
(£KPO), Sistem Pengendaban Imern Pemcrimah (SP1Pi dun [erris 
petaporan talnnya scsual dengan keteruuan yang bedaku; 

I. melaksanakan koordinasi, pernbmaan, pengendalian. dan 
pcrnberian birnbingan di bidang sistem lnformasi Ba.don; 

m. mcnyiapkan bahan dan sarana adrninistrasi keuangan dalarn 
rangka pencairan anggacan, pengclolaan. pembukuan. dan 
pelaporan pcrta.nggungjawt1ba11 kcuangan: 

n. rnenghimpun dan memproscs usulan pcnCAiran anggaran baik di 
lingkungan Sekretarist dan Bid&ng sesuai dengan prosedur <hlr\ 
ketentuan yang berlaku; 

o. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses adrnirtiatra st 
kcuangan melalui ap1ikasi sislcm informasi untuk pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan peraruran perundang-undang:-m~ 

p. menyiapkan bahan pernbinaan, sosiansasi. clan uimblngnn tckma 
di bidang kcuangan kcpada pejabat pengclola kcuangan clan 
bendahara di lingkungan Badan; 

q. melaksanakan pcngendalian dan cvaluasi penyerapan anggarun 
dengan cara mernbandingkan Iaporan perkernbangan reahsasr 
bclanja dengan rencana pernbiayaan yang ductapkan 
scbelumnya: 

r. rnetaksanaken verifikaai terhadap berkasj' dokumeu 
pertanggungjawaban keuan-gan pelaksanaan kegietan guna 
menghindari kesalahan scrta mcmbertkan korcksr 
peuycrnpurnaan: 

s. rnenyiapkan bahan dan rnenyusun Iaporan pertanggungjawnban 
kcuangan Bada.n serta jerns pelaporan keuangan lamnya: 

r, menyuo;un laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpman 
sebagai wujud akuntabilitas dan trensparanei pclaksarraan 
kegiatan; 

u. menyampatkan se ran dan perurnbangan kcpada aiasan bmk 
lisan maupun tcrtulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan 
kegiatan berjalan lancar serta untuk rnenghindari penyimpru1gan: 
dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan la.in dari plrnpinan sesuni dcng1:m 
tugas clan fungsi unit kerjanya. 
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3_ Bidang Perbcndaharaan dan Akuntansi 
3.1. Sub Koordinator Pemegang Kas Oaerah, Oana Perunbangan dan 

Da.na Transfer Lainnya rncrnpunyai tugas : 
a. menyusun rencana clan program kegiatan Suh Koordinstor 

Pemegang Kas Dae rah, Dana Perimbanga n dan Dana. Transfer 
Lainnya bcrdasarkan pcraLumn pc.rundet.ng~undangan ct.an hM~il 

mcmpunyai tugas · 
a. rnenyusun rencana dan program kegiaian Sub Koordinator 

Analisis KebjjaJ<an dan Evaluasi Anggaran bcrdasarka n 
peraturan perundang-undangan dan hasil evatuasi kcgiawn 
talrun sebelurnnya sebagai pcdoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan pcrintah pirnpinan melalut peogkaj, .. ~n 
permasaJahan dan peraturan pes-unctang-urrdangan agar 
pelaksa-naan tugas bcrjalan efektif dan cfisien; 

c. melaksanakan koordinasi den konsultasi internal di lingkungan 
Badan untuk mendapatkan informasi, rnasukan, serta dalarn 
rangka :-.inkronisasi dan harmonisaa1 pelakaanaan u..1gi;.::.; 

d. rncnelaah dan rncngkaji peraturan perundang-undangan scsuai 
lingkup tugasnya sebagai babem atau pcrlornan untuk 
mclaksanakan kegiat.an; 

e. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk tcknis, petunjuk 
pc1aksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnva ~Uflli 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

f. menyiapkan bahan perencanaan dftt) faailitasl penclitian R<.:ncana 
I<erja Anggaran (RKA), Ookumen Pelaksanaan Anggaran {DPA). 
Dokumcn Pelaksanaan Pcrubahan Anggaran [DPPAI Perangda; 

g. rncnyiapkan kegiatan penunjang dan bahan rapat Tim Anggaran 
Pcmerintah Dacrah (TAPD). 

h. menyiapkan bahan kegiatan penjagaan dan pengamanan serui 
pengintegrasian sisrem informasi kcuangan daerah dcngan 
sistern lnformasi lainnya sesuai kctentuan yang berlaku: 

L menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stander Opcrasronal 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Anahsis Kebijakan dan 
~ah.to.~i Anggaran untuk perungkatan kualnas ocleyanan pubhk. 

J· melaksanakan pemant.auan dan evaluasl pclaks.anaan kcgiatan 
Sub Koordmator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Angga.ran 
dengan cara rnengukur pcnca.pa!an program kcrja yang Lelah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tlndak tanjut: 

I<. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpeda pimpman 
sebagal wujud akuruabiiuas dan transparansi petaksenaan 
kegiatan; 

I. menyampaikan saran dan pertlrnbangan kepada pimpinan ba 1k 
llsan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghi.ndari pcnyimpangan; dan 

m. rnclaksanakan cugas kedmasan lam sesuai dengan pcriruah 
pimplnan, 

Anggaran Kebijaka.n dan Evaluasi 
2. Bidang Anggaran 
2. L Sub Koordinator Anatisis 
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dan lap<>ran dan3 bagi h~!<.II n, menyusun konsep pengajuan 

provinsi kepada Oubernur; 

evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya scbagar pcdoman 
pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan rnelalui pengkajian 
permasalahan dan peraruran perundang-undangan agar 
pelaksanaan rugas bcrjalan efektif dan cfisicn: 

c. rnelaksanakan koordinast dan konsultasi internal di Lingkungan 
Badan untuk mcndapatkan inforrnasi. rnasukan, scna dalarn 
rnngka smkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah den mcngkaji peraturan perundang-undangen scsual 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan umuk 
melaksanakan kcgiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk reknis, perunjuk 
pelaksanean, dan naskah dinas sc:suai lingkup rugasnya guna 
mendukung kelancaran pclaksanaan kegiatan; 

I. menyiapkan bahan pcnclitian dokurnen bukti pcnerimaan Ht-1.n~ 
daerah dengan pernbebanan rekenmg kas umum daerah dan 
rnenyusun anggaran kas: 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pcm bu kuan da n 
pengadministrastan penertmaan dan pengclua ran kaa deerah 
yang berupa kas dan yang setara dengan kas dalam bcntuk buku 
kas, pemeriksaan, analisis dan evaluasi bukLi pcncrimaan kas, 
serta penyusunan dan penycdiaan laporan penerirnaan dan 
pengeluaran kas dan aliran kas secara periodrk: 

h. rnenyiapkan bahan koordinasl penerimaan kas dcngan lcmbaga 
dan instansi terkait untuk penyusunan posrsi kea tli:!n 
pclaksanaan analisis penempatan uang deerah mclalui invt:~1.a:-ii 
jangka pendek, pernberian pinjaman, pengadminis1rasian 
pemungutan, pemolongan dan pclaporan pungutan p,hak kcuga , 
usana dan rnengatur dana guna pelaksanaan AP8l>, 
penyunpanan uang daerah: 

t. mcnyiapkan bahan rancangan Keputusan Bupati dan 
pemanrauan pclaksanaan pcncrirnaan dan pengeluaran APBD 
oleh bank dan atau ternbaga keuangan tainr,ya tcr-hadup rcke nina 
kas urnum daerah, re-kening pcncrimaan dan pcngcluaran SKPD. 
scna mcnyimpan seluruh bukll asli kepcmihkon kekayaan 
daerah di luar aeet ietap dan aset tidak bc:rwujud; 

j. menyirnpan uang dacrah, rnetaksanakan pcnernpatan u:~np. 
daerah, mcngelo1a dan atau menataueahekan invcst ast dacrub 
menyiapkan pclaksanaan pinjaman. pcmbcr-ian pinjaman dan 
mengelola utang den piutang daerah, scrta melakukan penaglhao 
piutang dacrah; 

k. rnelaksanakan kajian penycrtaan modal pemc:rincah dacrnh 
terhadap Badan Usaha Milik oaeran \BUMD) dcngan prose, 
analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai 
optirnalisasi kas; 

I. menyusun konsep Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang 
dibiayai OAK ke Kernen Leri an Kcuangan~ 

m. mc.n)tiapkan bahan koordinasi dtmgan satuan ker]f1 p<::ran~kot 
daerah -penerima OAK daJ'I dana pusaL lainnya: 
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•l.1 Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Pcngangg1,1ran. Q;.1n 
Penggunaan mempunyai tug8:s:. 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Konrdinator 

perencanaan Keburuhan, Pengganggaran, dan Penggunaan 
berdasarkan pcraruran perundang-undangan dan haail cvnlua'sl 
kegiaran tahun scbclumnya scbagai pedornan pelaksanaan tugJ~~ 

b. menjabarkan perfntah pimpinan rnelalni pengkajian 
pcnnasalahan den peraturan per-urtdartg- undangan agar 
pelaksanaan rugas berjalan efektif dan efisicn; 

c. melaksanakan koordmasi dan konsultasi Internal di llngkungan 
Sadan unruk meudapatkan tnformasi, masukan. serta dalam 
rangka sinkronisasi dan narrnonisasi pelaksanaan iugas: 

d rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual 
lingkup tugasnye scbagai baha n 01..au pcdomarr LI 11 Luk 
rnelaksanakan kegiata n: 

c mcnyiapkan ba.han peuyus unun petunJuk LC kn ls. pct Ul1JUk 
pclaksanaan, dan naskah dinas scsuai lingkup tugasnya gun.,i 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, 

f. mcnyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan menyiapkan bahnn 
pcnyusunan daltar keburuhan aset; 

g. mcnyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan barang ska la daerah; 
h. rnenyiapkan bahan pelaksanaan anahsis dan menyiapkan bahan 

penyusunan penctapan status pcnggunaan aset daerah; 

4. Bidang Pengelolaan Asel Daerah. 

c. menyiapkan doktrmen pembayaran dan transfer dana 
perirnbangan sampai pada kas urnurn dacmh; 

p. rnenyiapkan dokumcn pengajuart dan buktl pcm:rimaan atas 
beban pencairan banruan prcvin si; 

q. mcnylapkan bahan dan rncnyusun konsep St.andar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub l<oordinator Pernegang Kas Dacrah, 
Dana Perimbangan dan Dana Transfer uruuk perungkaran 
kualitas pelayanan publik; 

r. mc1aksanakan pernantauan dan evaJuasi pclaksanaan kcgjnte n 
Sub Koordinator Perncgang Kas Daerah. Dana Perimbangan dan 
Dana Transfer clengan cara mengukur pencapaian program kcrja 
yang telah dtsusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
tanjut; 

s, mcnyusun laporan pelaksanaan kegie ran kcpada pimpman 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanuan 
kcglatan; 

L. menyarnpaikan saran dan pcrtimbangan kepeda prrnplnart bllik 
Jisan maupun tertutls berdasarkan kajian agar kegiatan bcrjalan 
lancar serta untuk menghindari penyirnpangan. dan 

u. melaksanekan tugas kcdinasan lain sesuai dengan pcriruah 
pimpinan 
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pimpinan, 

I. 

menyusun bahan dalam rangka proses pcnyuaunan Analists 
Standar Biaya, 

k. menyiapkan bahan dan menyusuo konscp Standar Opcrasional 
Prosedur tSOP~ kegiatan Sub Koordinatnr Pcrencanaan 
Keburuhan, Penganggaran, dan Penggunaan untuk peningkatan 
kualitas pelayanan publik; 
mclaksanakan pemantauan dan evaluasi pelakaanaan kegia tan 
Sub Koordlnaror Pcrcncanaan Kcburcrburr, Pcnganggarun, de n 
Penggunaan dengan cara mcngukur pcncapaian program kerja 
yang telah dieusun uniuk bahan taporan clan ke-bijakan tindak 
Ian jut; 

m. menyusu 11 laporan petaksanaan kcgiaian kcpada pimpint:m 
sebagai wujud akuruabllitas dan transparansi pelaksanaan 
kcgiatan; 

n, mcnyampaikan saran dan pcrumbungan kepada pimpinan b..tik 
lisan maupun tertulis b¢rdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyirnpangan; dan 

o. rnelaksanakan tugas kedinasan lain scsoal dcngan pcrinLuh 

. 
J. 

bahan kepuiusan kepala daerah ten tang 
harga ba.rang di lingkungan Pcmertntah Kabupatcn 

menyiapkan 
standarisasi 
Kendal; 

i. 


